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ABSTRAK

Sigit Setiawan. 2025. Perbandingan Pengaturan Izin Tinggal Terbatas
Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dan Jepang. Skripsi Fakultas
Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri
(UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Ahmad
Fauzan, M.S.1.

Penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang mengatur izin
tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia dan Jepang secara
komparatif. Seiring dengan berkembangnya globalisasi, mobilitas tenaga
kerja antarnegara semakin meningkat. Baik Indonesia maupun Jepang
menghadapi kebutuhan yang terus bertambah terhadap tenaga kerja
asing, baik terampil maupun tidak terampil, guna mendukung
pertumbuhan ekonomi serta mengatasi kekurangan tenaga kerja
domestik. Namun, masing-masing negara memiliki pendekatan yang
berbeda dalam mengatur keberadaan, hak, dan kewajiban tenaga kerja
asing, yang dipengaruhi oleh sistem hukum, prioritas kebijakan, serta
kondisi sosial ekonomi yang khas.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis persamaan dan perbedaan dalam aspek substansial dan
prosedural izin tinggal terbatas di kedua negara, termasuk syarat
pengajuan, durasi dan perpanjangan izin tinggal, pembatasan dalam
bidang pekerjaan, serta mekanisme perlindungan hukum bagi tenaga
kerja asing. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif
dengan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian ini mengkaji
peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta doktrin
hukum yang relevan, termasuk standar internasional terkait perlindungan
tenaga kerja migran.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang
menerapkan sistem visa kerja yang ketat dan terklasifikasi dengan baik,
berdasarkan jenis pekerjaan, tingkat keahlian, dan jangka waktu tinggal,
serta dikelola oleh sistem imigrasi yang terintegrasi. Sebaliknya, sistem
perizinan di Indonesia cenderung lebih fleksibel namun masih
menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antarlembaga, penegakan
kebijakan imigrasi, dan perlindungan terhadap tenaga kerja asing. Studi
ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan
nasional dan perlindungan hak-hak pekerja asing, khususnya dalam
menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang manusiawi.Penelitian
ini menyimpulkan bahwa Indonesia dapat mengambil pelajaran dari
model Jepang untuk memperbaiki sistem perizinan tinggal terbatasnya,
terutama dalam aspek transparansi, koordinasi antarinstansi, dan
penguatan perlindungan hukum. Reformasi ini penting untuk
mendukung upaya Indonesia dalam menarik tenaga kerja asing yang
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berkualitas sekaligus menjaga kestabilan pasar tenaga kerja dan
kedaulatan regulasi nasional.

Kata kunci:Perbandingan Hukum, Izin Tinggal Terbatas, Hukum
Imigrasi, Indonesia, Jepang
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ABSTRACT

Sigit Setiawan. 2025. Comparison of Limited Stay Permit Regulations
for Foreign Workers in Indonesia and Japan. Thesis of the Faculty of
Sharia, Constitutional Law Study Program. State Islamic University
(UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor Ahmad Fauzan,
M.S.I.

This research examines the legal frameworks governing limited
stay permits for foreign workers in Indonesia and Japan from a
comparative perspective. With the advancement of globalization, labor
mobility across countries is increasing significantly. Both Indonesia and
Japan are facing a growing demand for both skilled and unskilled
foreign workers to support economic development and address domestic
labor shortages. However, each country adopts a different approach in
regulating the presence, rights, and obligations of foreign workers,
influenced by their respective legal systems, policy priorities, and socio-
economic conditions.The objective of this study is to analyze the
similarities and differences in the substantive and procedural aspects of
limited stay permits in both countries, including application
requirements, duration and renewal procedures, employment
restrictions, and legal protection mechanisms for foreign workers. The
research employs a normative juridical method with a comparative legal
approach, based on the analysis of legislation, government policies,
legal doctrines, and relevant international standards on the protection
of migrant labor.The findings reveal that Japan implements a strict and
well-classified work visa system, categorized by type of occupation, skill
level, and length of stay, managed under an integrated immigration
framework. In contrast, Indonesia applies a more flexible but fragmented
permit system, which still faces challenges in terms of inter-agency
coordination, enforcement of immigration policies, and protection of
foreign workers’ rights. This study emphasizes the importance of
balancing national interests with the protection of foreign workers’
rights, especially in ensuring legal certainty and humane treatment.The
study concludes that Indonesia can draw lessons from Japan's model to
improve its limited stay permit system, particularly in terms of
transparency, institutional coordination, and legal safeguards. Such
reforms are essential to support Indonesia’s efforts in attracting high-
quality foreign talent while maintaining labor market stability and
regulatory sovereignty.
Keywords: legal comparison, limited stay permit, immigration law,
Indonesia, Japan
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini, mobilitas tenaga kerja asing
menjadi fenomena penting, terutama di negara berkembang
seperti Indonesia dan negara maju seperti jepang. Negara-negara
berkembang maupun maju kini tidak hanya menjadi tempat asal
tenaga kerja migran, tetapi juga sebagai negara tujuan, termasuk
Indonesia dan Jepang. Dalam konteks tersebut, keberadaan
tenaga kerja asing (TKA) menjadi isu penting yang menuntut
pengaturan hukum yang tepat, baik dari aspek administratif
maupun perlindungan hak-hak dasar tenaga kerja.!

Pembatasan izin tinggal bagi tenaga kerja asing
merupakan elemen penting dari kebijakan imigrasi yang
berdampak pada perekonimian, social, dan budaya masing-
masing negara. Indonesia membutuhkan kebijakan yang kuat
untuk memantau keberadaan tenaga kerja asing, dengan tujuan
melindungi tenaga kerja lokal serta meningkatkan investasi dan
transfer pengetahuan. Indonesia, sebagai negara berkembang
dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam dua
dekade terakhir, membuka peluang bagi TKA yang memiliki
keahlian tertentu untuk bekerja di dalam negeri. Hal ini diatur
melalui sistem izin tinggal, terutama Izin Tinggal Terbatas
(ITAS), sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.? ITAS menjadi syarat
pokok bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk dapat bekerja
secara legal di Indonesia. Selain sebagai instrumen pengawasan
terhadap WNA, ITAS juga menjadi wujud pengakuan hukum
atas hak dan kewajiban TKA selama berada di wilayah Indonesia.
Namun, kebijakan perizinan tersebut tidak terlepas dari kritik. Di
satu sisi, regulasi yang terlalu birokratis dan berubah-ubah

! International Labour  Organization (ILO), ILO Global Estimates on
International Migrant Workers: Results and Methodology, Geneva: ILO, 2021, him. 7.

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.



dianggap menyulitkan proses perekrutan tenaga ahli asing,
terutama oleh sektor industri dan teknologi yang membutuhkan
keterampilan tinggi.’Pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi di
jepang didukung oleh tenaga kerja asing akibat penuaan
penduduk. Meskipun masing-masing negara menggunakan cara
yang berbeda untuk menangani masuknya tenaga kerja asing,
kedua negara memiliki kebijakan imigrasi yang dirancang untuk
mengendalikan masuknya pekerja asing.

Di Indonesia, meskipun memiliki kebijakan terbuka
terhadap TKA, proses regulasi yang berlaku masih sering
mengalami kendala, baik dalam hal kesesuaian dengan
perkembangan ekonomi maupun dalam hal pengawasan
terhadap izin tinggal yang diberikan. Salah satu bentuk izin
tinggal yang umum diberikan kepada TKA adalah izin tinggal
terbatas, yang membatasi durasi dan tujuan tinggal mereka di
Indonesia. Pengaturan mengenai izin tinggal terbatas ini sering
kali dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan
baik bagi pekerja asing maupun kepentingan ekonomi nasional.
Sebagai contoh, meskipun Indonesia menghadapi peningkatan
jumlah investasi asing, pengaturan izin tinggal terbatas bagi TKA
sering kali dipandang belum optimal dalam memberikan
kepastian bagi para investor maupun pekerja asing yang datang
untukbekerja di Indonesia.

Berbeda dengan Indonesia, Jepang memiliki sistem
imigrasi dan ketenagakerjaan asing yang jauh lebih selektif dan
terstruktur. Jepang secara tradisional menerapkan kebijakan
imigrasi yang sangat restriktif, namun tantangan demografis
seperti menurunnya angka kelahiran, peningkatan jumlah lansia,
dan kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor memaksa
pemerintah untuk mengubah kebijakan tersebut.* Jepang sebagai
negara dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap tenaga

3Santosa, M. T. “Implikasi Regulasi Tenaga Kerja Asing terhadap Dunia
Industri di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49 No. 3, 2019.

4 Matsutani, Minoru. “Aging Japan: Population Decline Forces Shift in
Immigration Policy.” The Japan Times, 10 Januari 2020.



3

kerja asing, khususnya di sektor-sektor yang kekurangan tenaga
kerja domestik, memiliki kebijakan yang lebih ketat dalam
mengatur izin tinggal terbatas bagi TKA. Meskipun Jepang
menghadapi tantangan demografis, yakni menurunnya jumlah
penduduk usia produktif, pengaturan izin tinggal bagi TKA tetap
dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian untuk menjaga
keseimbangan sosial dan ekonomi. Pemerintah Jepang
menerapkan berbagai kebijakan imigrasi yang bertujuan untuk
mengatur jumlah, sektor, dan jenis pekerjaan yang dapat diisi
oleh tenaga kerja asing, serta durasi tinggal yang dibatasi dalam
kerangka izin tinggal terbatas. Jepang mulai membuka ruang bagi
TKA melalui skema visa seperti Technical Intern Training
Program (TITP) dan Specified Skilled Worker (SSW), dengan
pengaturan izin tinggal terbatas yang dirancang untuk
memastikan keterampilan, integritas, dan adaptasi budaya dari
para pekerja asing.’

Perbandingan pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga
kerja asing di Indonesia dan Jepang menjadi menarik untuk
diteliti karena kedua negara memiliki perbedaan kondi sosial,
ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kebijakan yang
diterapkan. Di satu sisi, Indonesia perlu memastikan bahwa
tenaga kerja asing yang dipekerjakan di dalam negeri dapat
memberikan dampak positif bagi ekonomi tanpa mengurangi
kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia. Di sisi lain,
Jepang menghadapi dilema untuk mengakomodasi kebutuhan
akan tenaga kerja asing dalam mengatasi krisis demografi,
sementara tetap mempertahankan kesejahteraan sosial dan
ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pra studi pustaka yang di lakukan oleh
penulis. Oleh karena itu, penulis tertarik menulis skripsi ini
dengan judul “PERBANDINGAN PENGATURAN IZIN

SMinistry of Justice Japan. Immigration Control and Refugee Recognition Act.
Revised Edition, 2020.



TINGGAL TERBATAS BAGI TENAGA KERJA ASING DI
INDONESIA DAN JEPANG”
. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Perbandingan Pengaturan Izin Tinggal Terbatas
Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dan Jepang ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pengaturan Izin Tinggal Terbatas
Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dan Jepang ?
. Tujuan Penelitian
Dengan uraian masalah sebelumnya, diyakini penulis
skripsi ini akan mampu menjelaskan dan memanfaatkan
kejelasan sebagai tujuan. Tujuan berikut dimaksudkan untuk
dipenuhi oleh tulisan ini:
1. Untuk menjelaskan perbandingan pengaturan izin tinggal
terbatas bagi tenaga kerja di negara Indonesia dan Jepang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pengaturan izin tinggal
terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia dan Jepang.
. Kegunaan penelitian
Penelitian ini nantinya diharapkan bisa berguna baik
secara teoritis maupun secara praktis:
1. Kegunaan Teoritis
Penelitian yang akan diteliti lebih jauh nanti,
selanjutnya  diharapkan mampu  bermanfaat guna
pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan
sebuah sumbangan pikiran kritis dalam wawasan ilmu
pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum tata negara yang
membahas mengenai Perbandingan pengaturan izin tinggal
terbatas bagi tenaga kerja asing di Negara Indonesia dan
Jepang yang dapat dikembangkan secara akademis.
2. Kegunaan Praktis
a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat
khususnya bagi Bagi Instansi Keimigrasian dalam
menjalankan dan menyelesaikan tugas wewenangnya
dalam hal menjalankan pengaturan izin tinggal terbatas
bagi tenaga kerja asing



b. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk
masyarakat dalam mengetahui perbandingan di suatu
negara dalam pangaturan izin tinggal bagi tenaga kerja
asing.

E. Penelitian Relevan

Penelitian ini meninjau dari beberapa penelitian terdahulu
yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis.
Tinjauan yang dilakukan berdasarkan hasil dari skripsi dan
artikel jurnal karya orang lain, yang memiliki kesamaan dalam
pembahasan apa yang akan diteliti oleh penulis. Tentu memiliki
perbedaan yang signifikan.Adapun penelitian tersebut sebagai
berikut:

Penelitian dari, Budi Mulyawan Tahun 2024 dengan
Judul "Analisis Tindakan Administratif Keimigrasian Antara
Indonesia Dan Malaysia" hasil dari penelitian ini : Dalam
melakukan analisis perbandingan tindakan administratif
keimigrasian antara Indonesia dan Malaysia, terlihat bahwa
keduanya memiliki pendekatan yang berbeda namun sejalan
dalam menghadapi masalah imigrasi. Di Indonesia, pengawasan
administratif melibatkan pemeriksaan dokumen perjalanan,
wawancara, dan pengecekan visa, sedangkan di Malaysia,
larangan terhadap orang asing dan penegakan hukum imigrasi
diatur dalam Seksyen 8, Akta Imigresen 1959/63. Proses
pendaftaran dan perizinan di Malaysia memerlukan dokumen-
dokumen yang ketat, termasuk persyaratan tambahan untuk
majikan dan jenis izin tertentu.®

Perbedaan yang terdapat pada jurnal tersebut dengan
yang di teliti penulis yaitu terletak pada negara yang di
bandingkan yaitu negara Indonesia dengan Malaysia sedangkan
penulis Indonesia dengan Jepang

Penelitian dari, Made Pieri Rayana Tresnawan dengan
judul "Pengaturan Visa Dan Izin Tinggal Bagi Digital NoMad Di

®Budi Mulyawan, "Analisis Tindakan Administratif Keimigrasian Antara
Indonesia Dan Malaysia"JAID,Volume 7, Nomor 1, 2024



Bali" hasil penelitiannya yaitu Pengaturan visa dan izin tinggal
bagi warga negara asing merupakan kewenangan instansi
keimigrasian, sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011
dan Permenkumham No. 22 Tahun 2023. Namun, masih terdapat
ketidakjelasan terkait pengaturan visa dan izin tinggal untuk
beberapa kegiatan warga asing, serta pentingnya pengawasan
ketat untuk mencegah penyalahgunaan visa yang merugikan
negara’

Perbedaan yang terdapat pada jurnal tersebut dengan
penelitian yang di lakukakn oleh penulis terletak pada objek
penelitianya yaitu menganalisis peraturan mengenai bagi digital
di bali sedangkan penulis membahas bagaimana pengaturan izin
tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia dan Jepang.

Penelitian dari Andry Indrady dengan judul " Kebijakan
Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian bagi penanam modal asing
dalam dimensi pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa
Yogyakarta" hasil penelitiannya yaitu Instrumen kebijakan
keimigrasian merupakan salah satu usaha pemerintah untuk
memberikan stimulus kebijakan yang dapat mendukung
percepatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan imigrasi yang
memberikan kemudahan izin tinggal di imigrasi akan mendorong
investor untuk datang dan berinvestasi di D.I. Yogyakarta.
Kemudahan yang ditawarkan akan memberikan motivasi bagi
investor untuk mengurus izin tinggal dan izin penanaman modal
asing.®

Perbedaannya dengan penulis yaitu pada fokus yang di
teliti, pada jurnal tersebut kebijakan penanaman modal asing.
Sedangkan, penulis membahas perbandingan Izin tinggal terbatas
bagi tenaga kerja asing di Indonesia dan Jepang

"Made Pieri Rayana Tresnawan, "Pengaturan Visa Dan Izin Tinggal Bagi Digital
NoMad Di Bali, Volume 4, Nomor 2, 2024

8 Andry Indrady, "Kebijakan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian bagi penanam
modal asing dalam dimensi pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakart,
Wicarana, Volume 1, Nomor 1, 2022



F. Kerangka Teoritik
1. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum ada beberapa istilah asing
penyebutannya, yaitu Comparative Law, Comparative
Jurisprudence, Foreign Law (Istilah Inggris), Droit Compare
(istilah Perancis), Rechtsgelijking (istilah Belanda) dan
Rechtsvergleichung atau  VergleichendeRechlehre  (istilah
Jerman). Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip
beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah
perbandingan hukum, antara lain:’

Sedangkan Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan
perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang
mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu
dengan yang lain. Atau membanding-bandingkan sistem hokum
positif dari bangsa yang satu dengan yang lain.!°

Menurut Rene David dan Brierly Manfaat atau kegunaan
dari perbandingan sistem hukum yaitu seperti yang diungkapkan
oleh beberapa ahli sebagai berikut:!!

a. Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan
filosofis.

b. Penting wuntuk memahami lebih baik dan untuk
mengembangkanhukum nasional kita sendiri

c. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap
bangsa-bangsa lain dan memberikan sumbangan untuk
menciptakanhubungan atau suasana yang baik bagi
perkembangan hubunganinternasional.

°Barda Nawawi Arief. Perandingan hukum pidna. Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2010. 3-5

10 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajagrafindo
Persada, 1983, 60.

'Ade Maman Suherman, Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2004. 17-19



http://library.stik-ptik.ac.id/hasilcari?query=100:%20%22Barda%20Nawawi%20Arief%22
http://library.stik-ptik.ac.id/hasilcari?query=260b:%20%22Raja%20Grafindo%20Persada%22
http://library.stik-ptik.ac.id/hasilcari?query=260b:%20%22Raja%20Grafindo%20Persada%22
http://library.stik-ptik.ac.id/hasilcari?query=260c:%20%222010%22

2.  Hukum Keimigrasian
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Keimigrasian
Hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum
publik yang mengatur tata cara lalu lintas orang masuk dan
keluar wilayah negara, serta menetapkan Kketentuan
mengenai izin tinggal, pengawasan, hingga penindakan
terhadap pelanggaran. Dalam konteks Indonesia, regulasi
keimigrasian diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian, yang menegaskan bahwa
keimigrasian merupakan bagian dari upaya menjaga
kedaulatan negara serta tertib administrasi kependudukan
bagi orang asing.'?
b. Karakteristik Hukum Administratif dalam Keimigrasian
Hukum keimigrasian memiliki sifat administratif,
karena sebagian besar pengaturannya menyangkut
perizinan, pengawasan, dan sanksi administratif. Namun,
hukum ini juga mengandung unsur pidana, khususnya
jika pelanggaran dilakukan secara serius seperti
pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan izin tinggal.'3
Hukum keimigrasian, karena itu, berada di persimpangan
antara hukum publik administratif dan hukum pidana.'*
c. Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian
Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas
hukum dipengaruhi oleh lima faktor: substansi hukum,
penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan
budaya hukum.'’Dalam konteks keimigrasian, efektivitas
pelaksanaan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing

12Fitri Adi Setyorini, Menakar Paradigma Keimigrasian di Indonesia melalui
Analisis UU No. 6 Tahun 2011, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol. 7 No. 1, 2024,
hlm. 12.

3Muhammad Fahrul Rizki & Benyamin Tungga, Peran Kebijakan Keimigrasian
dalam Menangani Krisis Pengungsi (Studi ASEAN), RIO Law Journal, Vol. 5 No. 2,
2023, hilm. 45.

Y“M. Alvi Syahrin, Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer:
Aksiologi Normatif-Empiris, Majalah Hukum Nasional, Vol. 49 No. 1, 2019, hlm. 63.

15Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 8-10.
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akan bergantung pada koordinasi antarinstansi (Imigrasi
dan Kementerian Ketenagakerjaan), transparansi, serta
kepastian hukum.
d. Fenomena Over kriminalisasi
Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran
administratif ~ dalam  sistem  keimigrasian  telah
menimbulkan perdebatan mengenai over kriminalisasi.
Sebagian  kalangan menilai bahwa pelanggaran
administratif seperti keterlambatan perpanjangan izin
tinggal lebih tepat dikenakan sanksi administratif, bukan
pidana, agar tidak membebani sistem peradilan. '
e. Diskresi Petugas dan Prinsip Legalitas
Dalam pelaksanaan hukum keimigrasian, aparat
diberikan ruang diskresi administratif, misalnya dalam
menentukan jenis tindakan keimigrasian (deportasi,
penangkalan, atau pembatasan). Namun, diskresi ini harus
dijalankan  berdasarkan  prinsip = legalitas  dan
proporsionalitas agar tidak menimbulkan disparitas atau
penyalahgunaan kewenangan.'”
G. Metode penelitian
Metode penelitian penulis mencakup sejumlah
pendekatan ini:
1. Jenis dan sifat penelitian
Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang
digunakan untuk meneliti dan hukum itu sebagai mana, asas
hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainya
guna menjawab permasalahan hukum. Adapun dalam
penelitian ini akan mengkaji tentang perbandingan

%Damil Nugrawan Suci, Suci Pratiwi, dan Mardani, Analisis Yuridis Dampak
Overkriminalisasi dalam Penegakan Hukum Keimigrasian, Jurnal Yustisi, Vol. 10 No.
3,2023, hlm. 333.

17 Sigit Jatmiko & Hartanto, Disparitas Penegakan Hukum Keimigrasian
Indonesia (Prinsip Hukum Administrasi Negara), Juris Humanity, Vol. 2 No. 1, 2022,
hlm. 18.
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pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di
Indonesia dan Jepang
2. Pendekatan penelitian
Pada penelitian pendekatan yang dipakai yaitu
pendekatan  perundang-undangan, (statue  approach)
konseptual dan perbandingan '® (comparative approach).
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara
menelaah regulasi maupun peraturan perundang-undangan
yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. '
Pendekatan perundang-undangan menjadi fokus sekaligus
tema sentral dalam suatu penelitian. Pendekatan konseptual
bersumber dari pendangan-pandangan ilmu hukum dan
berasal dari doktrim-doktrin ilmu hukum. Pendekatan
Perbandingan atau (comparative approach) itu pendekatan
dengan cara membandingkan dan mencari persamaan,
perbedaan, temuan baru baik dari sistem hukum dan lain
sebagainya Pendekatan perbandingan dilakukan dengan
mengadakan studi perbandingan hukum dengan hukum
negara lain.
3. Sumber bahan hukum
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah
menggunakan sumber bahan hukum yang dibagi antara bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut bahan
hukumnya:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum
yang utama?’ dalam penelitian yang nantinya digunakan
sebagai dasar hukum yang mengikat.
1) Bahan hukum primer di Indonesia:
a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

18 Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”
(Malang: Bayumedia, 2007), 391

19 Petter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana, 2006), 93

20Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat” (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 13
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b) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian

c) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian

d) Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

e) Permenkumham No. 44 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal

f) Permenaker No. 8 Tahun 2021 tentang Tenaga
Kerja Asing

2) Bahan hukum primer di Jepang:

a) Immigration Control and Refugee Recognition
Act

b) Employment Measures Act

c) Technical Intern Training Act

d) Status of Residence System

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder membentuk sebuah sumber bukti
yang secara langsung tidak membagikan bukti atau
sebuah informasi kepada pengumpulan data, dapat
diambil dari data yang sudah ada atau mengutip dari
literatur. Data sekunder erupakan sebuah data untuk
menguatkan data primer.?! Bahan hukum sekunder dalam
penelitian ini adalah berasal dari teori-teori, pendapat
hukum, doktrin-doktrin yang di peroleh dari artikel
ilmiah, hasil penelitian, skripsi, jurnal dan lain
sebagainya dan tentunya berkaitan dan dapat
mengantarkan peneliti kepada data yang dibutuhkan
peneliti serta digunakan untuk memperjelas bahan hukum
primer.

2!Mahi M. Hikmat. Metode penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. 72
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Penulis dalam pengumpulan bahan hukum melakukan
beberapa langkah yaitu dengan inventarisasi, klasifikasi dan
kategorisasi serta analisis bahan hukum.?? Mengumpulkan
literasi yang relevan dan mengumpulkan peraturan
perundang-undangan adalah merupakan langkah
inventarisasi. Penggolongan bahan hukum dan menyusunnya
adalah langkah kualifikasi bahan hukum guna menghasilkan
penelitian yang objektif serta akurat. Analisis bahan hukum
merupakan menganalisis apa yang sudah didapatkan dari
kualifikasi bahan hukum sehingga menemukan gambara
uumum jawaban dari hasil penelitian.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Sesuai dengan karekteristik pendekatan yang dipakai,
maka teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik
Interaktif. Teknik interaktif ada reduksi data, penyajian data
dan tentunya adalah menarik kesimpulan. Reduksi data itu
menggolongkan, mengarahkan dan tidak menggunakann yang
tidak penting bisa menggabungkan informasi yang diperoleh,
sedangkan penyajian data itu dengan bagan, tabel, grafik dan
lain-lain. Menarik kesimpulan yang sesuai baik dari penelitian
berlangsung maupun penelitian selesai.
H. Sistematika Penulisan
Dalam membahas dan menganalisistentang
“Perbandingan Pengaturan Izin Tinggal Terbatas bagi Tenaga
Kerja Asing Di Indonesia Dan Jepang”. Agar menjadi sistematis,
maka tata uraian penelitian akan peneliti bagi menjadi lima bab,
Untuk memastikan pembahasan penelitian ini disusun setiap bab
memiliki sejumlah sub-bagian. Berikut ini adalah deskripsi
sistematis:
BAB I Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang
memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

22 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University
Press, 2020),
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tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan,
kerangka teori, metedologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, bab ini berisi landasan teoritis
yang memaparkan teori atau konsep yang berkaitan dengan
pembahasan penelitian , yang meliputi teori perbandingan hukum
dan izin tinggal terbatas

BAB III Hasil Penelitian, pada pembahasan ini nantinya
akan fokus pada hasil penelitian masalah yang telah menjadi
pokok kajian peneliti. Pada bab ini akan diuraikan tentang
mekanisme pengaturan izin tinggal terbatas di Indonesia Dan
Jepang

BAB IV Pembahasan Penelitian, pada bab ini penulis
akan menganalisis bagaimana perbandingan dan konsep
pengaturan izin tinggal terbatas di Indonesia Dan Jepang

BAB V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang
merupakan sebuah rangkaian konsitensi dari rumusan masalah
dan analisis dari bab sebelumnya, serta saran-saran bagi para
penulis dan pihak-pihak yang terkait.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di
uraikan diatas, maka maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai
berikut :

1. Perbandingan Pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja
asing di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tenaga kerja asing yang ingin
tinggal dan bekerja di Indonesia harus mengajukan Izin Tinggal
Terbatas (ITAS) yang berlaku 1 hingga 2 tahun, dan dapat
diperpanjang hingga maksimal 6 tahun. Sistem ini berbasis
penjaminan oleh pemberi kerja dan menekankan pada persyaratan
administratif dan legalitas dokumen, tanpa keharusan kemampuan
bahasa atau uji keterampilan..

2. Pengaturan izin tinggal di Jepang didasarkan pada Immigration
Control and Refugee Recognition Act, dengan dua skema utama,
yaitu Technical Intern Training Program (TITP) dan Specified
Skilled Worker (SSW). Jepang memiliki sistem yang lebih selektif
dan ketat, dengan kewajiban ujian keterampilan dan bahasa
Jepang, serta ketentuan yang lebih rigid terkait durasi tinggal dan
izin membawa keluarga. Skema SSW2 bahkan membuka peluang
untuk tinggal permanen.

3. Dari segi efektivitas dan perlindungan hukum, Jepang memiliki
sistem yang lebih sistematis dan perlindungan yang lebih kuat,
termasuk pembentukan badan pengawasan khusus (OTIT).
Sementara Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup baik,
namun pengawasannya masih lemah dan implementasinya belum
sepenuhnya konsisten.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemberi
kerja dan keberadaan TKA melalui koordinasi antara Ditjen
Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan. Serta, Menerapkan
standar kompetensi atau uji keterampilan tertentu bagi TKA,

51
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seperti yang diterapkan di Jepang, untuk memastikan kualitas
tenaga kerja asing yang masuk.

2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam
perbandingan efektivitas pengawasan izin tinggal dan pelaksanaan
hukum imigrasi antara negara-negara lain di kawasan Asia
Tenggara dan Asia Timur, guna memperkaya literatur hukum
perbandingan dan rekomendasi kebijakan migrasi tenaga kerja
yang adil dan berkelanjutan.
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